BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan skripsi hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari
isbat nikah yang memiliki akta kelahiran anak bahwa merujuk Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf
e KHI yang mengatur bahwa perkawinan bawah tangan (nikah siri) yang dari
pemeriksaan isbat nikah apabila dapat dibuktikan pernikahan telah berlangsung
secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan
yang dilanggar menurut hukum Islam dan undang-undang, maka hakim patut
mensahkan perkawinan dan menyatakan anak dari perkawinan sah berdasarkan
hukum. Dalam rangka pengakuan dan perlindungan sepenuhnya hak-hak dasar
anak dapat memberikan rekomendasi kepada Disdukcapil setempat untuk bisa
menerbitkan atau mengubah Akta Kelahiran anak dengan merujuk kepada
keputusan Pengadilan Agama Barabai tentang sahnya perkawinan dan anak
terlahir dari dari perkawinan tersebut adalah sah demi hukum.

2. Alasan hukum dari Hakim Pengadilan Agama Barabai menerima isbat nikah
yang telah memiliki Akta Kelahiran adalah memang tugas utamanya untuk
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan adanya
larangan menolak perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Hakim
akan mengabulkan permohonan isbat nikah selama subyek dan obyek yang

dimohonkan masuk yuridis Pengadilan Agama Barabai dengan mendasari
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Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai e KHI dan pada saat pemerikasaan terbukti
pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam dan terpenuhi
rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak ada pelanggaran atas larangan
perkawinan menurut Hukum Islam dan undang-undang. Mengenai permohonan
menerbitkan atau mengubah Akta Kelahiran anak dengan tegas Majelis Hakim
menolaknya, karena berpendapat menerbitkan atau mengubah Akta Kelahiran
sepenuhnya menjadi kewenangan Disdukcapil sesuai ketentuan Pasal 55 ayat
(2) huruf a Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan skripsi hukum di atas dapat disarankan hal-hal
sebagai berikut :

1. Mengingat nikah siri bagi sebagian masyarakat daerah adalah sebuah tradisi
yang terlepas dari untuk menghindari memenuhi peryaratan pernikahan, Hakim
Pengadilan Agama menyarankan mau menggali ketentuan hukum adat
setempat dan tetap berpedoman pada kaidah figih al adah muhakkamah (adat
merupakan sebuah hukum) dan dar’ul mafasid mugaddamun ala jalbil
masholeh. Misalnya dalam hal sudah terjadi pernikahan di bawah tangan
(nikah siri), Majelis Hakim disarankan merpertimbangkan aspek psikologis dan
sosiologis anak dengan prinsip mengedepankan perlindungan sepenuhnya hak-
hak dasar anak yang tidak bersalah dari perbuatan lalai orang tuanya tersebut.

2. Dalam hal Hakim Pengadilan Agama memberikan alasan untuk menerima atau

menolak isbat nikah perkawinan yang memiliki Akta Kelahiran anak, maka
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disarankan agar Hakim mendasarkan kepada hukum yang telah ada, dan perlu
dibarengi dengan payung hukum yang lebih kuat terhadap hukum isbat nikah
baik berupa Peraturan Mahkamah Agung ataupun berwujud Undang-Undang
Terapan Peradilan Agama mengenai kebolehan isbat nikah yang terjadi setelah
berlakunya Undang-Undang Perkawinan, mengingat semakin banyak peristiwa
perkawinan yang tidak tercatat yang pada saatnya selain merugikan hak-hak
perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan itu juga merugikan hak-hak

dasar anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan (nikah siri) tersebut.



